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Abstrak 

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan strategi pembangunan nasional yang 

menekankan pembangunan pedesaan sebagai sarana untuk memerangi kemiskinan dan 

mendorong pertumbuhan yang adil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa 

Sembukan dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga tahun 

terakhir, tingkat kemiskinan di Desa Sembukan mengalami penurunan, yang 

disebabkan oleh pemanfaatan anggaran yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam 

inisiatif pembangunan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk akurasi data dan 

kebutuhan untuk perbaikan berkelanjutan dalam praktik manajemen anggaran. Studi 

ini menggarisbawahi pentingnya pemerintahan lokal dalam upaya pengurangan 

kemiskinan dan perlunya dukungan berkelanjutan dari tingkat pemerintahan yang 

lebih tinggi. 
Kata Kunci: Anggaran pendapatan dan belaja desa, kemiskinan. 

 

 

Abstract 

The Indonesian government has prioritized a national development strategy that 

emphasizes rural development as a means to combat poverty and promote equitable 

growth. The purpose of this study is to determine the influence of the Village Revenue 

and Expenditure Budget (APBDes) in Sembukan Village on poverty alleviation in the 

community. This study uses a qualitative description method. The results show that 

over the past three years, the poverty rate in Sembukan Village has decreased, which 

is due to effective budget utilization and community participation in development 

initiatives. However, challenges remain, including data accuracy and the need for 

continuous improvement in budget management practices. This study underscores the 

importance of local governance in poverty reduction efforts and the need for continued 

support from higher levels of government. 

Keywords: revenue and expenditure budget, poverty. 
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1. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mencapai 

cita-citanya, yaitu dengan membangun masyarakat yang sejahtera dan adil berdasarkan 

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan 

tersebut harus dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pada 

demokrasi ekonomi. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan tersebut secara menyeluruh dan sistematis, sesuai dengan dinamika dan fenomena 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih 

terjerumus dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan hidup, upaya penanggulangan 

kemiskinan hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemiskinan dapat teradi karena ketidakmampuan menghasilkan cukup uang untuk 

menutupi kebutuhan pokoknya, sehingga semakin sulit baginya untuk menjamin kelangsungan 

hidupnya. Para ahli menyatakan bahwa kemiskinan memiliki banyak aspek karena 

keberagaman keinginan manusia. Dari sudut pandang kebijakan umum, kemiskinan terdiri dari 

dua aspek utama yaitu aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan 

pengetahuan serta keterampilan. Serta aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, 

sumber-sumber keuangan dan informasi. Hal tersebut dapat berbentuk kekurangan gizi, air, 

perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang 

rendah. 

Karena penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, maka 

kemiskinan telah berkembang menjadi masalah besar yang memengaruhi banyak aspek 

kehidupan. Kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tantangan 

dalam mencari pekerjaan dan kurangnya tingkat pendidikan merupakan penyebab utama dari 

kemiskinan. 

Melaksanakan pembangunan nasional yang memfokuskan dan memperhatikan 

pembangunan desa merupakan strategi pembangunan yang saat ini digunakan oleh pemerintah 

untuk mengatasi masalah tersebut. Karena strategi ini menggabungkan aspek-aspek 

pembangunan yang adil dan merata beserta hasilnya dan secara langsung membahas upaya 

masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan, pembangunan desa 
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merupakan komponen yang krusial dan strategis dalam mencapai pembangunan nasional dan 

daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang- 

Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemerintah desa merupakan penyelenggara 

pemerintahan untuk kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh kepala desa dan 

dibantu perangkat desa. Dalam prinsip desentralisasi pemerintah desa diberikan kewenagan 

untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia termasuk pada bidang pengelolaan keuangaan. 

Dalam pengelolaan keuangannya pemerintah desa mempunyai anggaran berupa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes yang menurut Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pendapatan desa berasal 

dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes). Dana Desa 

(DD) merupakan dana yang berasal dari APBN sebesar 10% dan ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dengan jumlah yang berbeda-beda tiap masing-masing desa berdasarkan 

jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa 

ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatkan pelayanan 

publik desa, mengembangkan ekonomi desa, menutup kesenjangan pembangunan antardesa, 

dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diharapkan penyaluran dana 

desa akan semakin meningkat. Prioritas pertama penggunaan dana desa adalah untuk 

pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan 

hidup, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pelayanan dasar yang diberikan salah satunya 

yaitu dalam hal penanganan kemiskinan melalui bidang pembinaan masyarakat. 

Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang berasal 

dari APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 

kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Sumber pendapatan desa semakin jelas 

terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Kabupaten tidak 

lagi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, melainkan uang desa 

dialokasikan untuk menyediakan dana perimbangan yang diwujudkan dengan Alokasi Dana 

Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa adalah 30%, yang 

dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan 70% dana desa 

dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana 

desa. 

Selain itu desa juga memiliki pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa 

(PADes) yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagai pendapatan yang diperoleh dari kewenangan Desa sesuai dengan kewenangan dan hak 

asal usul Desa yang berskala lokal. Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu penerimaan desa yang 

bersumber dari hasil usaha desa yaitu bagi hasil BUMDes, hasil asset, swadaya, partisipasi 

dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya. Salah satu sumber pendapatan bagi 

masyarakat yang dimanfaatkan untuk mendukung keuangan desa dalam pengelolaan dan 

pertumbuhannya adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, penting untuk 

memaksimalkan pendapatan asli desa. Jika Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat ditingkatkan, 

desa juga akan mendapatkan pendanaan untuk pertumbuhan dan pengelolaannya, sehingga 

dapat menjadi desa yang mandiri dan memenuhi kebutuhannya untuk pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan infrastruktur. 

Dalam pengentasa kemiskinan harus dimulai dari pemerintahan terkecil yang lebih 

dekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Dalam penangganan kemiskinan tersebut 

pemerintah desa memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk 

menjalankan program-program dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Program- 

program yang direncanakan tersebut duharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatkan pendapatan mereka melalui bidang pemberdayaan masyarakat desa. Desa 

Sembukan, Kecamatan, Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang terbilang 

cukup jauh dari pusat pemerintahan. Desa Sembukan adalah Desa Mandiri yang terdiri dari 10 

dusun dan daerahnya terbagi dalam 2 topografi wilayah yang berbeda yaitu 5 dusun berada di 

wilayah dataran rendah dan 5 dusun berada di dataran tinggi. Sebagian besar mata pencaharian 

masyarakat di Desa Sembukan adalah petani, dengan banyaknya yang berpotensi besar dalam 
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bidang pertanian masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Jumlah penduduk di Desa Sembukan terbilang tidak padat, akan tetapi dengan 

topografi wilayahnya yang sebagian besar berupa pegunungan menjadikan masyarakat di Desa 

Sembukan terbilang tidak semaju desa-desa yang dekat dengan pusat pemerintahan. 

Penelitian dengan topik peran Anggaran dan Belanja Desa dalam penanganan 

kemiskinan desa ini sudah pernah diteliti sebelumnya baik pada daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, maupun Desa. Sunu dan Utama (2019) menyatakan bahwa Dana Desa 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi jumlah Dana Desa 

yang terima maka akan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah 

tersebut. Kafabih (2018) menyatakan bahwa BUMDes mampu meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa serta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, maka BUMDes berpengaruh 

signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Pangke, Kumenaung, dan Kalangi (2019) juga 

menyatakan bahwa Dana Desa yang ada sudah berjalan secara efektif sehingga mampu 

memberikan dampak secara langsung terhadap pendapatan masyarakat dan penurunan angka 

kemiskinan masyarakat. Arsjad, Hunawa, Sahi, Nuna, dan Walahe (2022) menyatakan bahwa 

permerintah Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa memiliki peran yang baik dalam 

penanggulangan kemiskinan di desa, akan tetapi belum sepenuhnya maksimal dalan 

menurunkan angka kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. Sigit dan 

Kosasih (2020) menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan jumlah 

penduduk miskin. Namun, berdasarkan hasil wawancara minimal terdapat tiga aspek dari 

kebijakan Dana Desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi penyempurnaan aspek formulasi, 

aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan Dana Desa. 

Rahayu (2021) juga menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin yang artinya semakin besar Dana Desa yang diterima maka dapat 

mengurangi jumlaj penduduk miskin di daerah tersebut, sedangkan Alokasi Dana Desa tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk yanh artinya semakin besar banyak Alokasi 

Dana Desa yang diterima oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan penduduk miskin di 

daerah tersebut. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui UMKM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang. 
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2. METODE 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metpde deskriptif 

kualitatif merupakan penggabungan antara Teknik deskriptif dan kualitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kondisi 

alam maupun buatan manusia secara sosial. Metode penelitian kualitatif deskriptif 

yang berlandaskan pada postpositivisme merupakan suatu teknik untuk mempelajari 

keadaan objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai alat utama (Sugiyono, 

2022). Penelitian ini dilakukan pada sembuah desa di Kecamatan Sidoharjo yakni 

Desa Sembukan, kecamatan, Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri yang wilayahnya 

berada di ujung selatan Kecamatan Sidoharjo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut 

karena peneliti sudah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti mengenai 

tingkat kemiskinan yang ada di Desa Sembukan. Waktu yang digunakan peneliti 

kiurang lebih 2 bulan yaitu dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan selesai. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pemahaman Keuangan Desa Di Kalangan Perangkat Desa Dan Mekanisme 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Kemampuan perangkat desa dalam membuat laporan keuangan desa yang lengkap 

dapat dilihat sebagai indikasi pemahaman mereka terhadap keuangan desa. 

Pengetahuan ini diperlukan untuk menjamin bahwa perangkat desa bertugas 

mengawasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pemahaman 

keuangan dsa di kalangan perangkat desa seharusnya memang diperlukan guna 

memastikan pemerintaha desa dapat berjalan dengan baik. 

Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Sembukan menyatakan bahwa, pemahaman keuangan desa di kalangan perangkat 

desa sudah baik. Di Indonesia, klasifikasi desa dibagi menjadi 3 yaitu desa 

berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Di Desa Sembukan sendiri klasifikasi 

statusnya sudah masuk dalam desa mandiri artinya desa tersebut memiliki pelayanan 

publik yang baik, pemerintahan yang baik, kemudahan akses dan transportasi, 

pelayanan dasar yang memadai, serta prasarana yang memadai. Sehingga sebenarnya 

dalam pengelolaan keuangan khusunya pada program- 
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program reguler perangkat desa sudah tidak memerlukan pendampingan. Akan tetapi, 

pendamping desa dan pendamping kepala desa tentu masih akan tetap terlibat dalam 

proses keuangan desa yaitu untuk membantu mengecek penyelarasan anggaran desa agar 

penggunaan anggarannya balance. Selain itu, pendamping desa juga diperlukan ketika 

adanya program baru dari pemerintah imbuh Kepala Desa Sembukan. 

3.2 Model Pengelolaan Keuangan Desa 

Model pengelolaan keuangan desa harus mematuhi asas-asas yang telah ditentukan 

yaitu asas transparansi artinya pemeintah desa harus menyampaikan informasi 

keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang berkaitan dengan 

akuntabilitas pemerintah, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, dan 

meningkatkan efisiensi pengawasan masyarakat terhadap layanan dan pembangunan, 

akuntabilitas yang artinya pemerintah desa harus mempertanggngjawabkan laporan 

keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban tersebut, 

partisipatif yang artinya pemerintah desa harus yang seharusnya terlibat penyusunan 

target anggaran memang benar-benar berpartisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran 

yang artinya dalam pelaporan keuangan harus sesuai dengan aturan dan pedoman yang 

berlaku. 

Kepala Desa Sembukan menyatakan bahwa di Desa Sembukan sendiri model 

pengelolaan keuangan desanya sudah dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi 

artinya dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya pemerintah desa 

selalu melibatkan masyarakat agar mereka dapat membantu memastikan asas-asas 

tersebut benar terlaksana dengan baik. Selanjutnya pengelolaan keuanagan desa juga 

dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, yaitu selalu melaporkan 

pertanggungjawaban tepat waktu serta didukung dengan bukti semua penerimaan dan 

pengeluaran secara lengkap imbuh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Seksi 

Kesejahteraan Desa Sembukan 

3.3 Pemahaman Keuangan Desa Dan Respon Dari Masyarakat 

Keuangan desa mencakup semua hak dan tanggung jawab desa yang memiliki nilai 

moneter serta segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab 

tersebut. Dalam keuangan desa masyarakat tentu menjadi salah satu hal penting yang 

mendukung berjalannya pengelolaan desa, masyarakat dapat menjadi pengawas 
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pemerintah desa agar pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

asas-asas yang telah ditentukan. 

Sekertaris Desa Sembukan menyatakan bahwa masyarakat tentu perlu untuk 

mengetahui keuangan desa karena semua program yang dilaksanakan tujuannya adalah 

untuk kemakmuran masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat membantu 

memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut sudah dilaksanakan secara 

akuntabel dan transparan sehingga dapat menunjang kemajuan desa. 

Selama ini respon dari masyarakat Desa Sembukan terhadap APBDes di desa ini 

sudah sangat baik, karena tujuan dari adanya keuangan desa ini yaitu untuk 

kebermanfaatan masyarakat juga, baik dalam bidang pembangunan maupun bidang 

pemberdayaan masyarakat. Dalam pengerjaannyapun pemerintah desa juga selalu 

melibatkan masyarakat didalamnya sehingga dalam penggelolaan keuangan desa yaitu 

bersama masyarakat dan untuk masyarakat imbuh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala 

Seksi Kesejahteraan Desa Sembukan. 

3.4 Tantangan Dan Permasalahan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Landasan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh negeri adalah 

pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Dana Desa yang diberikan dari pemerintah 

kepada pemerintah desa akan membuka potensi besar untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat pedesaan, meningkatkan infrastruktur desa, dan memanfaatkan 

potensi lokal. Namun dalam penggelolaan keuangannya tentu banyak tantangan yang 

akan dihadapi seiring dengan perkembangan zaman mulai dari perkembangan 

teknologi, perkembangan program, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah desa 

harus siap untuk mendapatkan tantangan tersebut dan selalu memperbaiki pemerintahan 

desa agar dapat mengikuti dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. 

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Sembukan 

mengakatan bahwa tantangan kedepan dalam pengelolaan keuangan desa ini yaitu pada 

system keamanannya, karena sekarang semua sudah dengan system CMS/Transfer 

sehingga rawan terjadi kebobolan. Hal tersebut menjadi tantangan untuk menjadi lebih 

hati-hati lagi karena di beberapa daerah sudah ada kasusnya. Selain itu pemahaman 

tentang pajak juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan 

desa. 
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3.5 Angka Kemiskinan Di Desa Sembukan 

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk membiayai 

kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan 

pendidikan mereka. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar atau hambatan untuk mendapatkan pekerjaan dan 

pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah di seluruh dunia. Frasa ini ditafsirkan 

secara subjektif dan sebagai perbandingan oleh sebagian orang, secara moral dan 

evaluatif oleh sebagian lainnya, dan dari sudut pandang ilmiah yang diakui oleh 

sebagian lainnya lagi. 

Angka kemiskinan itu sebenarnya relative karena selama ini sumber dari 

data kemiskinan itu bermacam-macam, ada dari DTKS, KESRA, dan BKKBN. 

Indikator-indikatornya pun berbeda-beda sehingga data yang dihasilkan tidak pasti. 

Selama ini permerintah tidak memberikan kewenangan satu pintu yang membidangi 

hal tersebut, sehingga ketika sudah ditangani oleh 1 badan terkait faktornya jelas apa 

yang menjadi indikator masyarakat itu dikatakan miskin. Selain itu, pemerintah 

seharusnya memberikan wewenang kepada desa karena yang mengetahui kondisi 

lapangan masyarakat di suatu desa itu adalah pemerintah desa. Bahkan yang saat ini 

terjadi, ketika ada data turun dari pemerintah dan pihak desa memperbaharui data 

tersebut sesuai dengan keadaan dilapangan dan dikembalikan ke pusat nantinya ketika 

data itu turun lagi tidak ada perubahan atau datanya masih sama. Akan tetapi, pada 3 

tahun terakhir ini angka kemiskinan di desa sembukan sudah mengalami penurunan. 

3.6 Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) dan Langkah-

Langkah Yang Dilakukan Dalam Pngentasan Kemiskinan 

Seperti yang kita ketahui bersama, kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah 

satu masalah besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. 

Maka harus ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggani 

hal tersebut. Dalam penangganan kemiskinan tersebut dapat dimulai dari lingkup 

pemerintahan terkecil yaitu pada pemerintahan desa. 

Kepala Desa Sembukan mengatakan bahwa sumber dana yang diperoleh 

desa yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga 
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 tentu akan berpengaruh terhadap penangganan kemiskinan di Desa Sembukan karena 

dana yang digunakan dalam menjalankan program-program pengangganan 

kemiskinan di Desa Sembukan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut dapat dilihat dari laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Sembukan yang dalam belanjanya selalu 

mengutamakan pada bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasuyarakatan serta 

bidang pemberdayaan masyarakat desa yang tenut tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi bidang utama yang 

menunjang program-program pengentasan kemiskinan masyarakat desa yaitu pada 

bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. 

Sekertaris Desa Sembukan juga menambahkan bahwa hal utama yang 

dilaksanakan pemerintah desa untuk penangganan kemiskinan adalah dengan hadir 

ditengah-tengah masyarakat dan memberikan edukasi untuk tidak terus bergantung 

pada bantuan, ketika mereka mendapatkan batuan agar dapat dimaksimalkan dengan 

menyisihkan sedikit demi sedikit untuk mereka gunakan usaha, contohnya adalah 

dengan membeli hewan ternak sehingga dapat mereka kembangkan sehingga 

masyarakat dapat lebih mandiri dan lebih baik. Pemerintah desa memaksimalkan 

penggunaan dana APBDes salah satunya yaitu untuk menjalankan program-program 

pengentasan kemiskinan masyarakat. 

4 PENUTUP 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa (APBDes) di Desa Sembukan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat 

di Desa Sembukan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dengan teknik analisis laporan keuangan desa dan wawancara dengan 

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, serta Kepala Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : Tingkat kemiskinan masyarakat di Desa 

Sembukan selama 3 tahun terakhir sudah mengalami penurunan. Proses pengelolaan  
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keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Di Desa Sembukan sendiri proses tersebut sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan sesuai dengan asas-asas yang telah 

ditentukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sembukan sudah 

dialokasikan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing kegiatan terutama pada 

bidang pemberdayaan masyarakat berupa program-program yang bertujuan untuk 

menurunkan angka kemiskinan di masyarakat dan mensejahterakan masyarakat di Desa 

Sembukan 
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